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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-17 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 695/MENKES/PER/X/1986 

T E N T A N G 
PENDAYAGUNAAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI 

MENTER! KESEHATAN REPUBLI K INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pem­
bangunan nasional di bidang kesehat­
an, perlu dilaksanakan upaya pening­
katan pendayagunaan dokter umum dan 
dokter gigi; 

Mengingat 

b. bahwa sehubungan dengan huruf (a)ter 
sebut di atas perlu diatur dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
Pendayagunaan Dokter Umum dan Dokter 
Gigi. 

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 
tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lem -
baran Negara Tahun 1960 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 ten 
tang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran -
Negara Tahun 1961 Nomor 2071, Tambah 
an Lembaran Negara Nomor 2270); -

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 ten 
tang Tenaga Kesehatan (Lembaran Ne:­
gara Tahun 1963 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2576); 

4. llndang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ten 
tang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar 
an Negara Tahun 1974 Nomor SS, Tam:­
bahan Lemharan Negara Nomor 3041); 

s. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan 
Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan 
Dokter, Dokter Gigi/Apoteker (Lembar 
an Negara Tahun 1964 Nomor 98, Tam:­
hahan Lemharan Negara Nomor 2691); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 No­
mor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3069); 

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 
dan Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok­
pokok dan Susunan Organisasi Departe -
men. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IN­
DONESIA TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER ~-ruM 
DAN DOKTER GIGI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

a. Pendayagunaan adalah kegiatan yang me-
1 iputi perencanaan, pengembangan pem­
binaan dan ketatausahaan kepegawaian 
dokter umum dan dokter gigi pada peme­
rintah atau swasta ; 

b. Dokter umum dan dokter gigi adalah me­
reka yang memiliki ijazah dari Pergu -
ruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi 
Swasta menurut peraturan yang berlaku, 
dan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang 
telah menyelesaikan program adaptasi ; 

c. Masa bakti profesi ada'iah masa pengab­
dian dokter umum/dokter gigi pada sua­
tu program Pelayanan kesehatan setelah 
menyelesaikan pendidikan sebagai pela~ 
sanaan Urid<'!-ng-undang Wajib Kerja Sarj~ 
na. 
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Pasal 2 

(1) ~~asa bakti prof esi dapat dilaksanakan pada fa­
sili tas pelayanan kesehatan Pemerintah atau pa­
da fasilitas pelayanan kes ehatan swasta dengan 
memperhatikan program pendayagunaan dokter umum : 
dan dokter gigi dalam rangka pembangunan kese -
ha tan. 

(2) Selama pelaksanaan masa bakti prqf esi pada fa­
s il i tas pelayanan kesehatan swasta belum ber­
akhir pelaksanaannya, apabila dibutuhkan dapat 
ditarik kembali untuk ditempatkan pada fasilitas 
pelayanan kesehatan pemerintah. 

Pasal 3 

Dokter umum dan dokter gigi yang ditempatkan pada 
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, sesudah 
selesai menjalankan masa bakti profesi dapat menga­
jukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri 
Sipil. 

BAB II 
P E N D A F T A R A N 

Pasal 4 

(1) Dokter umum dan dokter gigi wajib mendaftarkan 
diri kepada Departemen Kesehatan cq Biro Kepe­
gawaian selambat-lamhatnya satu bulan setelah 
menerima ijazah bagi lulusan Fakultas Kedokte!. 
an dan Kedokteran Gigi di Daerah Khusus Ibu 
Kota Jakarta. 

(2) Bagi lulusan Fakultas Kedokteran dan Kedokter­
an Gigi di luar Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
diwajibkan untuk melaporkan diri pada Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat 
dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan se­
telah menerima ijazah . 
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(3) Dokter umum dan dokter gigi yang dimaksud dalam 
ayat (2) wajib mendaftarkan diri pada Departemen 
Kesehatan cq Biro Kepegawaian selambat-lambatnya 
satu bulan setelah melapor dan dikirim melalui 
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi se­
tempat. 

Pasal S 

(1) Dokter umurn dan dokter gig1 warga Negara Indone-
sia lulusan pendidikan luar negeri diwajibkan 
mendaftarkan diri pada Departemen Kesehatan cq 
Biro Kepegawaian selambat-lambatnya satu bulan 
setelah tiba di Indonesia. 

(2) Dokter umum dan dokter gigi dimaksud ayat (1) wa 
jib menjalankan masa penyesuaian pengetahuan 
(adaptasi) sesuai dengan peraturan perundang-un­
dangan yang berlaku. 

BAB III 
P E N Y E B A R A N 

,• Bag.ian Pertama 
Dasar-Dasar Penentuan Penyebaran 

Pasal 6 

(1) Penyebaran dokter umum dan dokter gigi diutama -
kan untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan 
kesehatan dalam rangka pemerataan dan peningkat­
an pelayanan kes·ehatan. 

(2) Pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gig1 
yang dimaksud dalam ayat (1) dan untuk waj ib mi-· 
liter dan staf pengajar, dilaksanakan dengan mu­
syawarah antar Menteri Pertahanan Keamanan, Men­
teri Pendidikan Dan Kebudayaan, dan Menteri Ke­
sehatan. 

(3) Penyebaran dokter umum dan dokter gigi pada fa -
silitas pelayanan kesehatan instansi lain dan 
swasta dilaksanakan' setelah kebutuhan seperti di 
maksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi. 
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Pasal 7 

(1) Pemenuhan kebutuhan program pembangunan kesehat 
an ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai 
berikut : 

ao Puskesmas ; 
bo Rumah Sakit Kelas D; 
Co Rumah Sakit Kelas C; 
do Unit pe!aksana t ehnis dan fasilitas pelayanan 

kesehatan lainnya . 

(2) Pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehat­
an swasta, ditetapkan dengan urutan prioritas 
sebagai berikut : 

a. Fasilitas pelayanan kesehatan di luar Ibukota 
Propinsi di luar Pulau Jawa ; 

b. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 

Bagian Kedua 
Pengajuan Kebutuhan 

Pasal 8 

(1) Semua pimpinan unit pelaksana teknis dan fasili­
tas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta 
menyusun jumlah kebutuhan dokter umum dan dokter 
gigi untuk kemudian menyampaikan kepada Menteri 
Kesehatan melalui dan mendapat persetujuan Ke­
pala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setem­
pat. 

(2) penyampaian surat permohonan kebutuhan dokter 
umum dan dokter gigi tersebut dalam ayat (1) ber 
dasarkan atas suatu perencanaan pengembangan ke:­
giatan yang berjangka tiga tahun. 

(3) Dengan memperhatikan jumlah perkiraan lulusan 
dokter umum dan dokter gigi pertahun anggaran, 
setelah kebutuhan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) 
terpenuhi, maka kebutuhan instansi lain dan 
swasta dipenuhi berdasarkan permohonan yang di­
ajukan. 
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Pasal 9 

(1) Pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi 
sebagai calon pengajar di bidang klinik dipenuhi 
setelah dokter umum dm. dokter gigi yang terpilih 
menyelesaikan masa bakti pada satuan-satuan ker­
j a seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) 
dan ayat (2) dalam jangka waktu yang ditetapkan 
oleh Menteri Kesehatan. 

(2) Bagi pemenuhan yang dimaksud dalam ayat (1) di 
atas, maka Rektor Universitas Negeri yang berke -
pentingan mengajukan rencana kebutuhan tenaga 
pengajar untuk kurun waktu tiga tahun. 

(3) Setiap medis terpilih akan menjadi calon pengajar 
di bidang klinik pada waktu pendaftaran diri, wa­
j ib membawa surat rekomendasi dari Rektor Univer­
sitas Negeri yang berkepentingan untuk ditetapkan 
templt pengabdiannya. 

BAB IV 
P E N G G U N A A N 

Bagian Pertama 
Pengangkatan dan Penempatan 

Pasal 1-0 

(1) Pengangkatan dan penempatan dokter umum dan dok­
ter gigi pada unit pelaksana teknis dan fasilitas 
pelayanan kesehatan dalam lingkungan Departemen 
Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan 
instansi lain dilaksanakan oleh dan menjadi tang­
gung jawab Departemen Kesehatan. 

(2) Pengangkatan dan penempatan dokter umum dan dok­
ter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan swas­
ta dapat ditempatkan oleh Departemen Kesehatan 
sebagai dokter umum atau dokter gigi yang dipeker 
jakan atau diperbantukan, atau semata-mata peng -:: 
angkatan dan penempatannya menjadi tanggung jawah 
pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan swasta 
yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan 
dari Menteri Kesehatan. 
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(1) 

(2) 

(3) 

Bagian Kedua 
Status Kepegawaian 

Pasal 11 

Dokter umum dan dokter gigi yang bekerja pada 
unit pelayanan teknis dan fas ilitas pelayanan ke 
sehatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan~ 
Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi 
lainnya bersam Epegawai negeri sipil Departemen 
Kesehatan dipekerjakan atau diperbantukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Dokter umum dan dokter gigi yang ditunjuk sebagai 
calon pengajar sebagaimana tersebut pasal 9 di 
bidang klinik dialihkan status kepegawaiannya da 
ri Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan setelah selesai masa baktinya. 
Dokter umum dan dokter gigi yang bekerja pada fa 
silitas pelayanan kesehatan s~asta, dapat ber-:­
status sebagai karyawan swasta atau pegawai nege 
ri sipil Departemen Kesehatan yang diperbantukan 
atau dipekerjakan. 

BAB V 
P E M B I N A A N 

Bagian Pertama 
Pembinaan Teknis 

Pasal 12 

(1) Pembinaan teknis medis bagi dokter umum dan dok­
ter gigi, dalam rangka pelaksanaan program pela­
yanan kesehatan kepada masyarakat, adalah wewe­
nang ~•enteri Kesehatan. 

(2) Pelaksanaan pembinaan yang dimaksud dalam ayat 
(1) dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wi­
layah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. 
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Bagian Kedua 
Pembinaan administrasi Kepegawaian 

Pasal 13 

(1) Pembinaan administrasi kepegawaian dokter umum 
dan dokter gigi baik yang berstatus pegawai ne­
geri maupun swasta, diselenggarakan dan menjadi 
tanggung jawab masing-masing instansi atau badan 
swasta dimana yang bersangkutan bekerja. 

(2) Perpindahan dokter umum dan dokter gigi yang 
didayagunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan 
swasta ·atau instansi pemerintah di luar Departe­
men Kesehatan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, 
dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus 
mendapat persetujuan dari ~fonteri Kesehatan. 

Bagian Ketiga 
Pengembangan Karier 

Pasal 14 

(1) Dokter umum dan dokter gigi setelah menyelesaikan 
rnasa baktinya, dapat mengembangkan kariernya pa­
da jabatan struktural atau jabatan fungsional. 

(2) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan struktural, 
setiap dokter umum dan dokter gigi diwajibkan un­
tuk mengikuti latihan jabatan yang ditentukan. 

(3) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional 
dokter umum dan dokter gigi harus memenuhi per­
syara tan yang ditentukan untuk jabatan fungsio -
nal yang dirnaksud. 

Pasal 15 

(1) Pendidikan untuk jabatan struktural di lingkungan 
Pemerintah antara lain : 

a. Sekolah Pembinaan Administrasi, seperti : 

- Sekolah Pimpinan Administrasi Dasar (SEPADA) 
- Sekolah Pirnpinan Administrasi Lanjutan 

(SEPALA) 
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- Sekolah Pimpinan Administrasi Madya (SEPADYA) 
- Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SES-

PA) 

b. Pendidikan Pasca Sarjana di bidang kesehatan 
masyarakat. 

(2) Pendidikan untuk jabatan fungsional, antara lain: 

a. Pendidikan keahlian di bidang kiinik; 
b. Pendidikan keahlian di bidang pre klinik ; 
c. Pendidikan keahlian di bidang kesehatan masya­

rakat ; 
d. Pendidikan Akta ; 
e. Pend1dikan S2 dan S3. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Masa Bakti 

Pasal 16 

(1) Pelaksanaan masa bakti ditetapkan menurut pemba­
gian wilayah, sebagai berikut : 

a. Penempatan di Pulau Jawa mi nimal 5 (lima) ta­
hun dan maksimal 8 (delapan) tahun ; 

b. Penempatan di luar Pulau Jawa minimal 3 (tiga) 
tahun dan maksimal 6 (enam) tahun ; 

c. Penempatan di daerah rawan minimm 2 (dua) ta 
hun dan maksimal 4 (empat) tahun ; -

d. Penempatan di daerah terpencil minimal 1 (sa­
tu) tahun maksimal 2 (dua) tahun ; 

(2) Penentuan Daerah rawan atau terpencil ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Kesehatan setelah mem­
perhatikan usul pendapat dari Pemerintah Daerah 
masing-masing. 

(3) Selama masa bakti, Kepala Kantor Wilayah Depar -
temen Kesehatan dengan persetujuan Guhernur da­
pat mengadakan mutasi dokter umum dan dokter gi­
gi di antara Kabupaten di Propinsi yang bersang­
kutan. 
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(4) Selama masa bakti sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), Kepala Kantor Departemen Kesehatan Ka­
bupaten/Kotamadya dengan persetujuan ·Bupati/ Wa­
likotamadya dapat melaksanakan mutasi dokter 
umum dan ·dokter gigi di antara Kecamatan-kecamat 
an di Kabupaten yang bersangkutan. -

(5) Setiap mutasi yang dilaksanakan ayat (2) dilapor 
kan pada Menteri Ke.sehatan sedangkan mutasi yang 
dilaksanakan dalam ayat (3) dilaporkan pada Ke­
pala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan. 

Bagian Kelima 
L A P 0 R A N 

Pasal 17 

(1) Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
diwajibkan untuk melaporkan dokter umum dan dok­
ter gigi yang telah ditempatkan pada Pusat Kese­
hatan Masyarakat, unit pelayanan teknis dan fa­
silitas pelayanan kesehatan lain di wilayah ma­
sing-masing secara berkala. 

(2) Pimpinan unit organisasi Departemen Kesehatan 
Dinas Kesehatan Daerah, Instansi lain dan badan 
swasta yang mendayagunakan dokter umum dan dok -
ter gigi diwajibkan mengirimkan laporan tahunan 
kepada Menteri Kesehatan tentang mutasi melalui 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan se­
te"!pat. 

BAB VI 
P E N U T U P 

Pasal 18 

Petunjuk mengenai pelaksanaan peraturan ini ditetap­
kan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen 
Kesehatan. 
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Pasal 19 

Peraturan ~enteri Kesehatan ini mulai berlaku ter­
hi tung tanggal ditetapkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya 
memerintahkan pengundangan Peraturan Henteri ini de ~ 
ngan penampatannya dalam Berita Negara Republik In:­
donesia. 

Ditetapkan di J a k a r t a 

Pada tanggal 3 Oktober 1986 

~1ENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT 
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Menimbang 

~bngingat 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

* 

PERATUHAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IN~ESIA 

N<1vDR : 695/MENKES/FER/X/1986 

TENTANG 

PENDAYAGUNAAN OOK'IER T.JfilM DAN DOKTFR GIGI 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dalarn rangka meningkatkan pembangunan nasional di bidang 

kesehatan, perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendavagunaan 

dokter tnntm1 dan dokter gigi; 

b. bahwa schubungan dengan huruf· (a) terscbut di o.tas perlu diatur 

dengan. Pern.turan Menteri Kesehatan tentang Penclayagunaan Dokter 

Um.un dan Dokter Gigi. 

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tru1ibahan Lembaran Negara 

Noraor 206 8) ; 

2. Un<lang-undang Nornor 8 Tahun 1961 tcntang Wajib Kerja Sarjana 

(Lembaran Negara Tahun 1961 Nornor 2071, Tambahan Lembaran Nega­

ra Nomor 2270); 

3. lh1d.ang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentc.mg Tenaga Kesehatan (Lem­

baran Negara Tahun 1963 Nomor 79, ;rarnbahan Lembaran Negara Namor 

25 76) ; 

4 .. Und::ing-undang Nomor 8 Tahw1 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tai11baJ1an Lerribaran Negara 

Namor 3C41) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 ten tang Pcndaf taran 

Ijazah dan Pemberian lzin Menjalankan Pekerjaan Dokter, Dckter 

Gigi/Apoteker (Lembanm Negarcr Tahw1 1964 Nomor 98, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2691) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pega­

wai Negeri Sipil (Lembar an Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tarnbahan 

Lembaran Negara Nomor 3069) ; 

7. Keputusan Presi<len Nomor 44 Tahun 1974 dan Namor 15 Tahun 1984 

tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisa.si ~parternen. 

J'v!EMUflJSKAf\J ••••••••• 
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MEMUTUSKAN 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN QEPUBLIK INWNESIA TENTANG PENDAYAGUNAAN 

DOK1ER UMUM DAN OOK1ER GIGI. 

BAB I 

KETENTIJAN UM.UM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan 

a. Pendayagunaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengembangan 

pembinaan dan ketatausahaan kepegawaian dokter umum dan dokter gigi 

pada pemerintah atau swasta; 

b. Dokter LrnlLDll dan dokter gigi adalah mereka yang memi J iki ij azah dari 

Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta menurut peratunm 

yang berlaku, dan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah menyelesai­

kan program adaptasi; 

c. Mas a bakti profesi adalah mas a pengabdian dokter umrnn/dokter g.1gi pa­

da suatu program Pelayanan kesehatan setclah menyelesaikan pendidik­

an sebagai pelaksanaan lhdahg-undang Wajib Kerja ~arjana. 

Pasal 2 

(1) Masa bakti profesi dapat dilaksanakan pada fasili tas pelayanan kese­

hatan Pemerintah atau pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta de­

ngan memperhatikan prcgram pendayagunaan dokter tnnum dan dokter gigi 

dalam rangka pembangunan kesehatan. 

(2) Se lama pelaksanaan masa bakti profesi pada fasili tas pelayanan kese­

hatan swasta beltnn ber::ikhir pelaksanaannya, apabila dibutttl1kan dapat 

di tarik kembali untuk di temp a tkan pada fas i li tas pe layanan keseha tan 

pemerintah. 

Pasal 3 

Dokter Lrnlum dan dokter gigi yang di tempatkan pada fasili tas pelayanan ke­

sehatan pemerintah, sesudah sele.sai menjala11.kan masa hakti profesi dapat 

:nengajukan pennohonan berhenti sebagai Pegawai N~geri Sipil. 

BAB II 

PENDAFTARAN 

Pasal 4 

(1) Dokter tnntDn dan dokter gigi wajib mendaftarkan diri kepada ~partemen 

Kesehatan cq Biro Kepegawaian selambat-lambatnya satu hulan setelah 

menerima ijazah bagi lulusan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi 

di Daerah Khusus Ibu Kata Jakarta. 
(2) Bagi ....... 
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(2) Bagi lulusan Fakul tas Kedokteran clan Kedokteran Gigi di luar Dae rah Khusus 

Ibu Kota Jakarta diwajibkan untuk melaporkan diri pada Kepala Kantor Wila­

yah Departemen Kesehatan setempat dalam waktu selambat-lambatnya satu bu­

lan setelah menerima ijazah. 

(3) Dokter tmitun clan dokter gigi yang dimaksud dalam ayat (2) wajib mendaftar­

kan diri pada Departemen Kesehatan cq. Biro Kepegawaian selambat-lambat­

nya satu bulan setelah melapor clan dikirim melalui Kantor Wilayah Depar­

temen Kesehatan Propinsi setempat. 

Pasal 5 

(I) Dokter umt.nn clan dokter gigi warga Negara Indonesia lulusan penclidikan lu­

ar nege~i diwajibkan mendaftarkan diri pada Departemen Kesehatan cq Biro 

Kepegawaian selambat-larnbatnya satu bulan setelah tiba di Indonesia. 

(2) Dokter tunt.nn dan dokter gigi dimaksud ayat (1) wajib mt:njalankru1 masa pe­

nyesuaian pengetahuan (adaptasi) sesuai dengan peraturan perundang-undang­

an yang berlaku. 

BAB III 

PENYEBARAN 

Bagian Pertarna 

Dasar-Dasar Penentuan Penyebaran 

Pasal 6 

(1) Penyebaran dokter tunum clan doktcr gigi cliutarnakan untuk memenuhi kebutuh­

an program pcmbru1gtman kesehatan dalam rru1gka pemerataan clan peningkatan 

pelayanan kesehatru1. 

(2) Pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi yang dimaksud <lalam ayat 

(1) daJ1 untuk wajib mili ter dan staf pengaj ar, dilaksanakan dengan musya­

warah antar. ~nteri Pertahrumn Keamanan, Menteri Pendidikan DaJ1 Kebuda­

yaan, dan ~nteri Kesehatan. 

(3) Penyebaran dokter umum dan dokter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan 

instansi lain clan swasta dilaksanakan setelah kebutuhru1 seperti dimaksud 

pada ayat (1) dru1 ayat (2) terpenuhi. 

Pasal 7 

(1) Pemenuhan kebutuhan program pembangunan kesehatan di tetapkru1 dengan urutan 

prioritas sebagai berikut 

a. Puskesmas ..... 



a . Pus ke srnas ; 

b. RLDnah Saki t Ke las D; 

c. Rtnnah Saki t Ke las C; 
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cl. lJni t pe laksana telmis dan fasili tas pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Pcmenuhan kebutuhan fasili tas pelayanan kesehatan swasta, di tetapkan dengan 

urutan prioritas sebagai berikut 

a. Fasili tas pelaymrnn kesehatan di luar Ibukota Propinsi di luar Pulau Ja-

wa; 

b. Fnsilitas pclayanan kesehatan lainnya. 

Bagian Kedua 

Pengajuan Kebutuhan 

Pasal 8 

(1) Semua pimpinan tmi t pelaksana teknis dan fasili tas pelayanan kesehatan pe­

merintah clan swasta mcnyustm jLDnlah kebutuhan dokter LDntnn clan dokter gigi 

tmtuk kemudian menyampaikan kepada M:!nteri Kesehatan melalui dan mendapat 

persetujwm Kepala Kantor \Vilayah Departernen Kesehatan setempat. 

(2) Penyrnnpainn surat pennohonan kebutuhan dokter LDnum clan dokter gigi terse­

hut dalam ayat (1) be rdasarkan atas suatu perencanaan pengembangan kegiat­

an yang berjangk3 tiga talnm. 

(3) 1£ngan mernperhatikan jLDnlah perkiraan lulusan dokter LDntnn clan dokter gigi 

pertal1tu1 anggaran, setelah kebutuhan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terpe­

nuhi, maka kebutuhan instansi lain dan swasta dipenuhi berdasarkan permo­

honan yang cliajukan. 

Pasal 9 

(1) Pemenuhan kebutuhm1 dokter uml.Dll dan dokter gigi sebagai calon pengajar di 

hidang klinik dipcnuhi sctelal1 dokter Ullll.Dll clan dokter gigi yang terpilih 

menyelesaikan masa bakti pada satuan-satuan kerja seperti yang dimaksud 

dalarn pas al 6 ayat (1) dan ayat (2) dalam j angka waktu yang di tetapkan 

oleh ~lenteri Kesehatan. 

( 2) Bagi pcmenuhan yang cli11wksud dalam ayat (1) di atas, maka Rektor lJni ver-
' si tas Neg2ri yang berkepentingan mengajukan rencana kebutuhan tenaga pc~1~- · 

ajar tu1tuk: kunm 1',•;:i.ktu tiga tahtu1. 

(3) Setiap tenaga medis terpilih akan menj adi calon pengaj ar di bi dang klinik 

padn waktu pcndaftaran c.li ri, waj ib rnembawa surat rekomendasi dari Rektor 

lh1i ·.rersi tas Negeri yang berkepentingan untuk di tetapkan tempat pengabdiannya. 

BAB IV ..••. 
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BAB IV 
PENGGUNAAN 

Bagian Pertama 

Pengangkatan dan Penempatan 

Pasal 10 

(1) Pengangkatan dan penempatan dokter t.nm.nn dan dokter gigi pada unit pelaksana 

tekn.is clan fasili tas pelayanan kesehatan dalam lingkungan Departemen Kesehat­

an, Di1rns Kesehatan Pemerintah Daerah clan instansi lain dilaksanakan oleh dru1 

menj adi tangglDlg j awab Departemen Kesehatan. 

(2) Pengangkatan dan penempatan dokter umum clan dokter gigi p~da fasili tas pela­

y;man keselrntan swasta dnpat ditempatkan oleh Departeme11 Keschatan sebagai 

dokter tuntun atau clokte'r gigi yang dipekerjakan atau d.iperbantukan, atau se­

rnata-mata pcngangkatan d:rn penempatannya menjadi tanggung jawah pimpinan fa-

• silitas pelayanan kesehatan swasta"yang bersangkutan setelah mendapatkan 

pcrsctujuan dari H.mteri KesdrntaJi. 

Bagian Kedua 

Status Kepegawaian 

Pasal 11 

(1) Doktcr tunlnn clru1 dokter gigi yang bekerj a pada w1i t pelayanan teknis dan 

fasili tas pe layai1ru1 kesehatru1 dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas 

Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya bersarna pegawai negeri si­

pi.l Lepartemen Kesehatan dipekerj akan a tau diperbantukan sesuai dengan ke­

tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

( 2) Dok tcr tnntun clan dokter gigi y::mg di tw1juk sebagai cal on pengaj ar sebagai­

mana tersebut. pasal 9 di bidang klinik clialihkan status kepegawairumya da­

ri Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah 

se lesai mas a baktinya. 

( 3) Dokter tumnn clan dokter gigi yang bekerj a pada fasili tas pelayanan kesehat­

an swasta, dapat berstatus sebagai karyawan swasta atau pegawai negeri si­

pi l l~pnrtemen Kesehatan yru1g diperbantukan a tau dipekerj akan. 

BAB V ..... . 
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BAB · V 

PEMBINAAN 

Bagian Pertama 

Pernbinaan Teknis 

Pasal 12 

(1) Pembinaan teknis medis bagi dokter tnntnn dan dokter gig1, dalarn rangka pelak­

sana~m program pelayanan kesehatan kepada· masyarakat, adalah wewenang Mente­

ri Kesehatan. 

(2) Pe laks:maan pemhinaan yang dirnaksud dalarn ayat (1) dapat didelegasikan kepa­

da Kepala Kantor Wilayah fuparternen Kesehatan Propinsi ·setempat. 

Bagian Kedua 

Pembinaan administrasi Kepegawaian 

Pasal 13 
(1) Pembinaan administarsi kepegawaian dokter tnntnn dan dokter gigi baik yang 

bers tatus pegawai negeri maupun swasta, diselenggarakan dan rnenjadi tang­

gung jawab masing-masing instansi atau badan swasta dimana yang bersangkut­

an hekerja. 

(2) Pe1v.in<laJwn dokter UJntnn dan dokter gigi yang didayagunakan oleh fasili tas 

pc l<lyanan kesehatan swasta a tau instansi pemerintah di luar fupartemen Ke­

sehat:m, llepartcmen Pertahanan dan Kearnanan, clan ~partemen Pendidikan dan 

Kebudayacu1 harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. 

Bagian Ketiga 

Pengembangan Karier 

Pasal 14 

(1) Dokter unum dan dokter gigi setelah menyelesaikan masa baktinya, dapat rne­

ngembangkan kariernya pada j abatan struktural atau j abatan fungsional. 

(2) lh1tuk clapat menduduki jenj ang j abatan struktural, setiap dokter t.nnum clan 

cloktcr gigi diwaj ibkan Wltuk mengikuti latihan jabatan yang di tentukan. 

(3) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional dokter tm1lD11 dan dokter 

gigi harus memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk j abatan fungsional 

yang climaksud. 

Pasal 15 ........... . 
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Pasal 15 

(l) Penclidikan tmtuk jabatan struktural di lingkungan Pemerintah antara lain: 

::i. Sekoln.h Pembina an Adm:inistras i, seperti : 

- Sekolah Pimpinan J\chninistrasi Dasar (SEPADA) 

- Sc-'kol;:tl1 Pimpinan Administrasi Lanjutan (SEPAL.A) 

- Sekolah Pimpinan Acbninistrasi Madya (SEPADYA) 

- Sckolah Sta:f clan Pimpinan Aclministrasi (SESPA) 

b. Pc:,nd.iclibm Pasca Sarjana di bidang kesehatan masyarakat. 

(_2) PencJidikan untuk jabatan fungsional, antara lain : 

a. Pendiclikan keahlian di bidang kl.:inik; 

b. Pendiclikan 

c . Pen<li<likm1 

d. Pendi<likan 

c . PenclicJikan 

keahlian di bidang pre klinik; 

keahlian di bi dang kesehatan masyarakat; 

Akta; 

sz da11 S3 

Bagian Keempat 

Pelaksanaan Masa Bakti_ 
Pasal. 16 

.· (1) . Pelaksanaan· -rnasa bak ti clitetapkan menurut pembagi:m wilayah, sebagai berikut: 

a . Penempatan di Pulau Jawa minimal 5 (lima) tahtm clan maksimal 8 (del.apan) 

tahun; 

b . Pcnempatan di luar Pulau Jawa minimal 3 ( tiga) tahun clan maksirnal 6 (enam) 

tahun; 

c. Pcnempatan di tlacrah rawan minimal 2 (dua) tahun chm maksimal 4 (empat) 

tahtm; 

d. Penempatan di cberah terpencil minimal l (satu) tahtm maksimal 2 (dua) 

tahLm; 

( 2) Penentuan Dae rah ra1van a tau terpenci l cli tetapkan clengan Keputusan Menteri Ke­

sehat:111 sete.lah memperhatikan usul pendapat dari Pemerintah Daerah masing-ma­

sing. 

(3) Se lama masa bakti, KepalcJ K::-.ntor \Vilayah D:;partemen Kesehatan dengan persetu­

junn Gubcrnur clapat meng<JclJkan mutasi dokter umtDn dan dokter gigi di antara 

K<Jbtrp<1ten di Propinsi yang bers ill1gkutan. 

(4) Selmna . .... . . 



MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

• 

- 8 -

( 4) Se lama rnac;a bakti sebagairnana dirnn.ksud dalrun ayat (1), Kepala Kantor 1:>2par­

ternen Kesehatan Kabuµaten/Kotrunadya dengan persetujuan Btipati/lfal ;kotamadya 

dapat rnelaksanakan mutasi dokter tnnurn dan dokter gigi di antara Kecamatan­

kecamatan di Kabupaten yang bersangkutan. 

(5) Setiap mutasi yang dilaksanakan ayat (2) dilaporkan pada Menteri Kesehatan 

sedangkan mutasi yang dilc:iksanakan dalmn ayat (3) dilaporkan pada Kepala 

Kantor Wilayah llipartemen Kesehatan. 

Bu.gian Ke lirna 

Laporan 

Pasal 17 

(1) Semua Kepala Kantor Wilayah fupartemen Kesehatan diwajibkan untuk melapor­

kan dokter urntnn clan dokter gigi yang telah cli tempatkan pada Pusat Kesehntan 

Masyarakat, w1it pelayanan teknis dan fasilitas pelayanan kesehatan lain di 

wilayah mas:ing-rnasing secara berkala. 

(2) Pimpinan tmit organisasi Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan DaeraJ1, In­

startc;i lain dan badan swasta yang mendnyagunakan dokter umum clan dokter gigi 

diwajibkan mengirimkan laporan tahunan kepada Menteri Kesehatan tentang mu­

tasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat. 

BAB VI 

PE NUT UP 
Pasal 18 

Petunjuk mengenai pelaksanaan peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Sekre­

taris Jenderal l~partemen Kesehatan. 

Pasal 19 
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku terhitung tanggal di tetapkan. 

Agar . supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peratura.n Menteri ini dengan penempatannya. dalmn Bcrita Negara Republik Indo­

nesia. 

di J A K A R T A 

3 Oktober 1986 


